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The problem of this research is how the legal responsibility of notary on the cancel-
lation of the agreement on the binding of sale and purchase of building rights and 
how the legal protection of the holder of the abandoned purchase agreement of Hak 
Guna Bangunan. In order to conduct this research, research method used by writer 
is normative juridical research method supported by empirical data, using normative 
juridical approach because the target of this research is law (norm). The result of the 
research that the legal force of the deed of binding agreement of sale and purchase 
of land rights made by Notary in the execution of the Deed of Sale is very strong, 
because the deed is a notary certificate that is authentic deed, the giving of irrevoca-
ble power in sale binding agreement Purchase is not included in the absolute power 
prohibited by the Instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 
concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power as the Transfer of Building 
Use Rights, and Protection of the law against the fulfillment of the rights of the par-
ties if either party default in the sale and purchase agreement Depends heavily on the 
strength of the contract of sale and purchase that is made, that is, if it is made under 
a deed under the hand, its protection in accordance with the protection of the deed 
under the hand.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab hukum notaris 
atas pembatalan perjanjian pengikatan jual beli hak guna bangunan serta bagaimana 
perlindungan hukum pemegang pengikatan perjanjian jual beli Hak Guna Bangunan 
yang di batalkan. Dalam rangka melakukan penelitian ini, metode penelitian yang 
digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif  didukung dataempiris, 
menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini 
adalah hukum atau kaedah (norma). Hasil penelitian bahwa kekuatan hukum dari 
akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam 
pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat, karena akta tersebut 
merupakan akta notaril yang bersifat akta otentik, pemberian kuasa yang tidak dapat 
ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan jual beli bukanlah termasuk ke dalam 
kuasa mutlak yang dilarang oleh Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Guna 
Bangunan, serta Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak 
apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual 
beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang 
dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan maka perlindungannya sesuai 
dengan perlindungan terhadap akta dibawah tangan.
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Pendahuluan

Pengaturan pemanfaatan tanah atau lahan agar tidak 
menimbulkan sengketa dalam masyarakat, maka 
pada tanggal 24 September 1960 keluarlah peratur-
an perundang-undangan tentang pertanahan, yang 
dikenal dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau 
yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok 
Agraria (UUPA).

Perkembangan penduduk yang meningkat seperti 
saat sekarang ini, di samping terbatasnya keterse-
diaan lahan/tanah yang ada, karena tanah yang ter-
sedia dari waktu ke waktu tidak pernah bertambah, 
membuat kebutuhan akan lahan/tanah juga menjadi 
semakin tinggi. Untuk mendapatkan tanah sekarang 
ini juga bukanlah hal yang mudah ditengah tinggin-
ya kebutuhan akan tanah, terutama untuk wilayah 
perkotaan. Salah satu cara yang digunakan untuk 
mendapatkan tanah sekarang ini adalah melalui jual 
beli.

Dalam  melakukan jual beli dibuat suatu kesepaka-
tan yang disebut akta yang dibuat notaris semakin 
beragam bentuknya namun yang menjadikan akta 
notaries atau yang sering di sebut akta otentik, leb-
ih di minati oleh masyarakat karena kekuatan dalam 
pembuktianya jika mengalami sengketa, akta otentik 
seperti yang di jelaskan dalam pasal 1870 KUHPer-
data “bagi para pihak yang berkepentingan beserta 
para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang 
mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik 
memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa 
yang ada di dalamnya.”

Dalam Pasal 1338 KUHperdata yang tercantum  alam 
Buku III KUH Perdata menyatakan bahwa segala 
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 
Ketentuan ini menunjukkan bahwa Buku III menga-
nut asas kebebasan berkontrak dalam hal membuat 
perjanjian (beginsel der contractsvrijheid) (Subekti, 
1982). Perjanjian yang dikenal berdasarkan KUH-
Perdata pada prinsipnya merupakan perjanjian obli-
gator yaitu, dengan ditutupnya perjanjian itu, pada 
asasnya baru melahirkan perikatan-perikatan saja, 
dalam arti bahwa hak milik perikatan belum beralih, 
untuk peralihan tersebut harus diadakan lavering 
atau penyerahan.

Dalam hal tanggungjawab Notaris dalam pembua-
tan akta yang berkaitan dengan pertanahan, bukan 
suatu kewenangan baru, mengingat perbuatan hu-
kum yang berkaitan dengan pertanahan merupakan 
hal biasa dan secara umum berlaku dalam hukum 
perdata di Indonesia. Di antara perbuatan hukum di 

bidang pertanahan yang terkait dengan kewenangan 
notaris adalah jual beli tanah. Jual beli dalam mas-
yarakat dengan objek jual beli hak atas tanah, juga 
dilakukan dengan perjanjian untuk lebih memberi-
kan kepastian hukum, karena hak atas tanah, terma-
suk objek perjanjian yang secara khusus diatur da-
lam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
di mana setiap perbuatan hokum yang menyangkut 
tentang hak atas tanah terikat atau harus mengiku-
ti ketentuan yang diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan tersebut.

Dalam hal Peraturan tentang hak atas tanah tersebut 
diatur sesuai dengan Undang- Undang Pokok Agrar-
ia (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan 
dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Menteri Neg-
ara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan 
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 dan lain-lain.

Jual beli hak atas tanah seperti yang telah diatur da-
lam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerin-
tah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dilakukan di 
hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal tanah 
adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang 
daerah kerjanya meliputi daerah tempat tanah yang 
diperjualbelikan itu berada. Selain itu akta peminda-
han haknya (akta jual belinya) yang dibuat oleh Pe-
jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan akta 
otentik, dimana bentuk dan isinya telah ditentukan 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
sehingga Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya 
mengisi blanko akta yang tersedia.

perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas 
tanah telah diatur ketentuannya, maka ada hal-hal 
yang perlu juga diperhatikan sebelum pembuatan 
akta jual beli yaitu harus dipenuhinya causa-causa 
perjanjian jual beli mengenai hak atas tanah dilaku-
kan. Hal-hal yang perlu juga diperhatikan bisa ber-
hubungan dengan persyaratan yang menyangkut 
tentang objek jual belinya maupun tentang subjek 
jual belinya.

Persyaratan tentang objek jual belinya, misalnya hak 
atas tanah yang akan diperjualbelikan merupakan 
hak atas tanah yang sah dimiliki oleh penjual yang 
dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah atau tan-
da bukti sah lainnya tentang hak tersebut, dan tanah 
yang diperjualbelikan tidak berada dalam sengketa 
dengan pihak lain, dan sebagainya. Sedangkan per-
syaratan tentang subjek jual belinya, misalnya ada 
pembeli yang mensyaratkan bahwa hak atas tanah 



Putri, Hasibuan& Sulhan/Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Pembatalan  Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Guna Bangunan

-3-

yang akan dibelinya harus mempunyai sertifikat 
bukti kepemilikan hak atas tanah, sedangkan tanah 
yang akan dibeli belum mempunyai sertifikat atau 
harga objek jual beli belum bisa dibayar lunas oleh 
pembeli.

Apabila persyaratan - persyaratan tersebut belum 
dipenuhi maka penandatanganan terhadap akta jual 
beli hak atas tanah belum bisa dilakukan di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bersangkutan juga 
akan menolak untuk membuatkan akta jual belinya 
sebagai akibat belum terpenuhinya semua syarat ten-
tang pembuatan akta jual beli (AJB). 

Keadaan ini tentunya sangat tidak menguntungkan 
atau bahkan bias merugikan terhadap para pihak 
yang melakukan jual beli hak atas tanah. Karena den-
gan keadaan tersebut pihak penjual di satu sisi harus 
menunda dulu penjualan tanahnya, agar semua pers-
yaratan tersebut dapat terpenuhi, yang dengan sendi-
rinya juga tertunda keinginannya untuk mendapat-
kan uang dari penjualan hak atas tanahnya tersebut. 
Hal yang sama juga berlaku terhadap pihak pembeli, 
dengan keadaan tersebut pihak pembeli juga tertun-
da keinginannya untuk mendapatkan hak atas tanah 
yang akan dibelinya.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian dising-
kat PPAT sebagai Warga Negara sekaligus Pejabat 
yang berwenang membuat akta otentik mengenai 
segala sesuatu perbuatan hukum berkaitan dengan 
peralihan Hak Atas Tanah, tunduk pada hukum dan 
peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 1 angka 24 PP Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan PPAT 
adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan un-
tuk membuat akta-akta tertentu maksudnya yaitu 
akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah 
dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan akta 
pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggu-
ngan. Selain itu wajib membantu kliennya apabila 
ingin melakukan peralihan hak atas tanah dengan ti-
dak menyimpang dari peraturan jabatannya sebagai 
Pejabat pembuat Akta Tanah.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah yang sama menyebut-
kan pula bahwa peraturan jabatan PPAT diatur den-
gan Peraturan Pemerintah tersendiri. Sebagai realisasi 
dari pernyataan tersebut, Pemerintah mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 ten-
tang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
dengan Peraturan pelaksanaannya Peraturan Kepala 
BPN No.1 Tahun 2006 tentang ketentuan Pelaksa-
naan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, 

Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Agraria 
Nomor 4 Tahun 1999.

Hak  Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan 
dan mempunyai bangunan – bangunan atas tanah 
yang bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu 
paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang sampai 
dengan 20 tahun lagi, dapat beralih dan dialihkan ke-
pada pihak lain, Hak Guna Bangunan dalam UUPA 
diatur mulai dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 39. 
Terhadap Lembaga Hak Guna Bangunan, dasar hu-
kum yang mengatur adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria 
ditentukan dalam :

a. Pasal – Pasal 35 sampai dengan 40.

b. Pasal 50 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 
55.

c. Ketentuan – ketentuan konversi Pasal II, 
Pasal III, Pasal V dan Pasal VIII.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ten-
tang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan 
Hak Pakai atas Tanah, sebagai ketentuan pelak-
sanaan dari pasal – pasal UUPA mengenai hak 
guna usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 
atas Tanah, yang mulai berlaku pada tanggal 17 
Juni1996.

Pasal yang mengatur secara rinci mengenai Hak 
Guna bangunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
40 Tahun 1996, dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 38 
mengatur tentang Subyek Hak Guna Bangunan dan 
hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan penggu-
naan Hak Guna Bangunan. Sesuai dengan Pasal 19 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 yang dapat 
menjadi pemegang Hak Guna Bangunan, adalah 
Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang di-
dirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudu-
kan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan subyek 
Hak, Hak Guna Bangunan sebagai tersebut di atas, 
maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah 
No. 40 Tahun 1996 ditentukan bahwa :

Ayat (1) : 

“ Pemegang Hak Guna Bangunan yang tidak lagi 
memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud da-
lam pasal 19 dalam jangka waktu satu tahun wajib 
melepaskan atau mengalihkan Hak Atas Tanah terse-
but kepada pihak lain yang memenuhi syarat”.
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Ayat (2) : 

“Apabila dala jangka waktu sebagaimana yang di-
maksud dalam ayat (1) haknya tidak dilepaskan atau 
tidak dialihkan, hak tersebut hapus karena hukum.”

Obyek dari Hak Guna Bangunan adalah tanah yang 
telah diberikan hak untuk digunakan mendirikan 
bangunan diatasnya dengan diberikan batas waktu 
penggunaan tanah jangka waktunya adalah 30 ta-
hun dan dapat diperpanjang lagi menjadi 20 tahun. 
Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun 1996, jenis tanah yang dapat diberikan dengan 
Hak Guna Bangunan adalah Tanah Negara; Tanah 
Hak Pengelolaan; Tanah Hak Milik. Mengacu pada 
Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 
terjadinya Hak Guna Bangunan adalah :

a. Pemberian Hak Guna Bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 didaftar dalam buku 
tanah pada Kantor Pertanahan.

b. Hak Guna Bangunan atas tanah negara atau atas 
tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar 
oleh Kantor Pertanahan .

c. Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak 
Guna Bangunan diberikan sertipikat hak atas 
tanah .

Terjadi atau lahirnya Hak Guna Bangunan dicantum-
kan pula dalam Pasal 22  Peraturan Pemerintah No-
mor 40 Tahun 1996 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) :

a. Hak Guna Bangunan atas tanah negara diberikan 
dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri 
atau pejabat yang ditunjuk.

b. Hak Guna Bangunan atas tanah pengelolaan 
diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan 
usul pemegang Hak Pengelolaan.

c. Berdasarkan ketentuan mengenai tata cara dan 
syarat permohonan dan pemberian Hak Guna 
Bangunan atas tanah Negara dan atas Hak 
Pengelolaan diatur lebih lanjut dengan keputusan 
Presiden.

d. Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik diatur 
dalam Pasal 24 terjadi dengan pemberian oleh 
pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat 
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam pene-
litian ini terutama adalah pendekatan yuridis em-
piris. Yuridis empiris, adalah mengidentifikasi dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial 

yang riil dan fungsional dalam system kehidupan 
yang mempola (Narbuko dan Achmadi, 2002). 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya 
akan bersifat diskriptif-analitis, yaitu memaparkan, 
menggambarkan atau mengungkapkan keadaan 
tentang pemakaian perjanjian pengikatan jual beli 
sebagai perjanjian awal/pendahuluan yang sudah 
biasa dilakukan sebelum melakukan perjanjian 
jual beli hak atas tanah dihadapan pajabat pem-
buat akta tanah (PPAT). Hal ini kemudian dibahas 
atau dianalisa menurut ilmu dan teori-teori atau 
pendapat sendiri, kemudian terakhir menyimpul-
kannya (Soemitro, 1988). Jenis data dalam penelitian 
ini merupakan data yang diperoleh langsung dari 
masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka (Soe-
hartono, 1999). Analisis data akan dilakukan den-
gan pendekatan kualitatif sekaligus pula kuantitatif 
karena kedua pendekatan tersebut pada dasarnya 
bersifat saling melengkapi (Muliadi, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tanggungjawab Hukum  Notaris  Atas Pembat-
alan  Perjanjian  Pengikatan  Jual Beli  Hak  
Guna  Bangunan

Pengikatan Jual Beli (PJB) dipakai untuk memu-
dahkan para pihak yang akan melakukan jual-beli 
hak atas tanah, karena jika mengikuti semua aturan 
yang ditetapkan dalam melakukan jual-beli hak atas 
tanah, tidak semua pihak dapat memenuhinya da-
lam sekali waktu, seperti membayar harga jual beli 
yang disepakati. Dalam Peraturan tentang hak atas 
tanah, diantaranya adalah Undang-Undang Pokok 
44 Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 
40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan 
Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 ten-
tang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 dan lain-lain, diatur setiap 
perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas 
tanah. Setiap orang yang akan melakukan perbutan 
hukum yang berikaitan dengan hak atas tanah wa-
jib tunduk kepada semua peraturan yang berkaitan 
dengan hak atas tanah.

Sebelum dapat melakukan jual-beli dihadapan pe-
jabat yang berwenang, dalam hal tanah adalah Pe-
jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), para pihak yang 
akan melakukan jual-beli hak atas tanah harus 
memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam 
pelaksanaan jual-beli tanah. Persyaratan tentang ob-
jek jual belinya, misalnya hak atas tanah yang akan 
diperjualbelikan merupakan hak atas tanah yang 
sah dimiliki oleh penjual yang dibuktikan dengan 
adanya sertifikat tanah atau tanda bukti sah lainn-
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ya tentang hak tersebut, dan tanah yang diperjual-
belikan tidak berada dalam sengketa dengan pihak 
lain, dan sebagainya.

Disamping itu jual-beli telah dibayar secara lunas 
dan semua pajak yang berkaitan dengan jual-beli 
seperti pajak penjual (SSP) dan pajak pembeli yai-
tu (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan/
BPHTB) juga telah dilunasi oleh pihak yang akan 
melakukan jual-beli. Setelah semua hal tersebut 
dilengkapi atau terpenuhi, barulah para pihak yang 
akan melakukan jual-beli tanah dapat melakukan 
jual-beli hak atas tanah dan pembuatan akta jual-be-
li tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) serta selanjutnya melakukan pendaftaran 
tanah untuk pemindahan haknya.

Namun apabila persyaratan-persyaratan tersebut 
belum dipenuhi maka pembuatan dan penandatan-
ganan terhadap akta jual beli hak atas tanah belum 
bisa dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta 
Tanah (PPAT), dan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) yang bersangkutan juga akan menolak un-
tuk membuatkan akta jual belinya sebagai akibat be-
lum terpenuhinya semua syarat tentang pembuatan 
akta jual beli (AJB), yang dengan sendirinya jual-be-
li hak atas tanah belum bisa dilakukan.

Menurut Subekti (1987) dalam bukunya, Pengika-
tan jual beli adalah perjanjian antar pihak penjual 
dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual 
beli dikarenakan adanya causa-causa yang harus 
dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah 
sertifikat hak atas tanah belum terdaftar atas nama 
penjual dan masih dalam proses baliknamanya, dan 
belum terjadinya pelunasan harga obyek jual beli 
atau sertifikat masih diroya. Sedangkan Budiono 
(2004), menyatakan perjanjian pengikatan jual-beli 
adalah perjanjian bantuan yang berfungsi sebagai 
perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh 
Mertokusumo (2004), bahwa penemuan hukum 
yang dilakukan dan diterapkan oleh Notaris yang 
dalam hal ini yaitu tentang pemakaian perjanjian 
Pengikatan Jual Beli (PJB) dalam membantu pelak-
sanaan jual beli hak atas tanah atau sebagai perjanji-
an pendahuluan sebelum pembuatan Akta Jual Beli 
bukanlah sesuatu hal yang melanggar ketentuan 
dan norma hukum yang ada, sehingga Pengikatan 
Jual Beli (PJB) sah-sah saja untuk diterapkan dan di-
pakai. Karena, penemuan hukum bertujuan untuk 
memecahkan masalah-masalah hukum Konkrit.

Dalam hal ini penemuan hukum yang dilakukan 
oleh Notaris adalah Pengikatan Jual Beli (PJB) di-
mana penemuan tersebut adalah untuk memecah-

kan rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi 
oleh para pihak sebelum melakukan jual-beli sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang men-
gatur tentang hak atas tanah, dimana semua pers-
yaratan tersebut tidak selamanya dapat dipenuhi 
dalam sekali waktu oleh para pihak yang akan 
melakukan jual-beli hak atas tanah.

Posisi Pengikatan Jual Beli (PJB) yang merupakan 
sebuah penemuan hukum dengan sendiriya tidak 
diatur atau belum diatur dalam peraturan perun-
dang-undangan yang ada terutama peraturan pe-
rundang-undangan yang menyangkut tentang hak 
atas tanah, sedangkan kita tahu bahwa semua per-
buatan hukum yang dilakukan menyangkut tanah 
harus mengkuti peraturan perundang-undangan 
yang menyangkut tentang hak atas tanah. Dengan 
keadaan tersebut maka penulis berpendapat terha-
dap pengikatan jual beli dapat berlaku dua kedudu-
kan tergantung bagaimana perjanjian Pengikatan 
Jual Beli (PJB) itu dibuat.

Pengikatan Jual Beli (PJB), yang dibuat dihadapan 
atau oleh Notaris maka akta perjanjian Pengikatan 
Jual Beli (PJB) menjadi sebuah akta yang otentik. 
Karena telah dibuat dihadapan atau oleh pejabat 
yang berwenang (salah satunya Notaris) sehing-
ga telah memenuhi ketentuan atau syarat tentang 
akta otentik yaitu akta itu harus dibuat “ oleh “ 
(door) atau “ dihadapan “ (ten overstaan) seorang 
pejabat umum. Sedangkan apabila pengikatan jual 
beli tidak dibuat di hadapan pejabat umum maka 
Pengikatan Jual Beli (PJB) menjadi akta di bawah 
tangan, dan untuk Akta dibawah tangan lebih lan-
jut diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata.

Berdasarkan semua keterangan yang telah penulis 
kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan 
jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris da-
lam pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya ada-
lah sangat kuat. Hal ini karena pada Pengikatan Jual 
Beli (PJB) yang dibuat dihadapan notaris maka ak-
tanya telah menjadi akta notaril sehinga merupakan 
akta otentik, sedangkan untuk yang dibuat tidak di-
hadapan notaris maka menjadi akta dibawah tangan 
yang pembuktiannya berada dibawah akta otentik, 
walaupun dalam Pasal 1875 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata memang disebutkan bahwa akta 
dibawah tangan dapat mempunyai pembuktian 
yang sempurna seperti akta otentik apabila tanda 
tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak 
yang menanda tanganinya.
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Namun ketentuan dalam Pasal 1875 Kitab Un-
dang-undang Hukum Perdata menunjuk kembali 
Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perda-
ta yang menyatakan bahwa akta dibawah tangan 
dapatlah menjadi seperti akta otentik namun tidak 
memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang 
termuat didadalamnya, karena akan dianggap se-
bagai penuturan belaka selain sekedar apa yang di-
tuturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok 
isi akta.

Jadi kekuatan hukum yang ada di perjanjian 
pengikatan jual-beli hanyalah tergantung dimana 
perjanjian pengikatan jual-beli dibuat, jika bukan 
dihadapan pejabat umum (notaris) maka menjadi 
akta dibawah tangan sedangkan jika dibuat oleh 
atau dihadapan pejabat umum maka akta tersebut 
menjadi akta notariil yang bersifat akta otentik.

Perlindungan Hukum Pemegang  Pengikatan 
Perjanjian Jual Beli Hak Guna Bangunan  yang  
Dibatalkan

Perlindungan hukum berasal dari dua suku kata 
yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan ada-
lah hal atau perbuatan melindungi (Depdikbud, 
2001). Sedangkan hukum adalah aturan untuk men-
jaga kepentingan semua pihak. Menurut Prodjo-
dikoro (2003) dalam bukunya Perlindungan hukum 
adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan 
kepada subjek hukum, tentang apa-apa yang dapat 
dilakukannya untuk mempertahankan atau melind-
ungi kepentingan dan hak subjek hukum tersebut. 
Jadi perlindungan hukum menurut adalah segala 
kegiatan atau perbuatan yang dapat memberikan 
perlindungan terhadap pemenuhan hak dan mem-
berikan kepastian hukum terhadap semua subjek 
hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan pera-
turan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada 
calon penjual biasanya adalah berupa persayaratan 
yang biasanya dimintakan sendiri oleh calon pen-
jual itu sendiri. Berbeda dengan perlindungan ter-
hadap penjual perlindungan terhadap pembeli bi-
asanya selain dilakukan dengan persyaratan juga di 
ikuti dengan permintaaan pemberian kuasa yang 
tidak dapat ditarik kembali. Tujuannya adalah apa-
bila pihak penjual tidak memenuhinya maka pihak 
pembeli dapat menuntut dan dan memintakan gan-
ti rugi sesuai dengan kesepakatan yang diatur da-
lam perjanjian pengikatan jual beli.

Persyaratan yang biasanya dimintakan oleh pembe-
li untuk perlindungannya adalah dengan memint-
akan supaya sertifikat atau tanda hak milik atas 
tanah tersebut di pegang oleh pihak ketiga yang bi-

asanya adalah Notaris atau pihak lain yang ditunjuk 
dan disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. 
Selain itu perlindungan lain adalah dengan per-
janjian pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik 
kembali apabila semua persyaratan telah terpenuhi 
untuk melakukan jual beli, maka pihak pemebeli 
dapat melakukan pemindahan hak walaupun pihak 
penjual tidak hadir dalam penandatanganan akta 
jual belinya.

Berdasarkan semua keterangan di atas terlihat bah-
wa perlindungan hukum yang dapat diberikan terh-
adap pemenuhan hak semua pihak dalam pengika-
tan jual beli selain sesuai perlindungan hukum yang 
diberikan oleh kekuatan akta otentik juga dapat 
berlandaskan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hu-
kum Perdata, serta niat baik dari para pihak untuk 
memenuhi kesepakatan yang telah dibuat.

Hal ini sesuai dengan kekuatan pembuktian dari 
akta otentik sebagaimana yang diungkapkan oleh 
G.H.S Lumban Tobing yang menyatakan, menurut 
pendapat umum yang dianut pada setiap akta akta 
otentik dibedakan tiga kekuatan pembuktian jika 
dibandingkan dengan akta dibawah tangan, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah. Maksudnya 
adalah kemampuan dari akta itu sendiri 
untuk membuktikan dirinya sebagai akta 
otentik. Kemampuan itu menurut pasal 1875 
KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada 
akta yang dibuat dibawah tangan, karena akta 
yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah 
terhadap siapa akta itu dipergunakan apabila 
yang menanda tanganinya mengakui kebenaran 
dari tanda tangannya itu. Sedangkan akta otentik 
membuktikan sendiri keabsahannya, atau dalam 
bahasa latin : “ acta publica probant sese ipsa. 
“ apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta 
otentik, maka akta itu terhadap setiap orang 
dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat 
dibuktikan bahwa akta itu tidak otentik.

2. Kekuatan Pembuktian Formal. Dengan kekuatan 
pembuktian formal ini oleh akta otentik 
dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan 
telah menyatakan dalam tulisan itu sebagaimana 
yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu 
kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat 
dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan 
disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya 
itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta 
pejabat (ambtelijke akte), akta itu membuktikan 
kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang 
dilihat, didengan dan juga dilakukan sendiri 
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oleh notaries sebagai pejabat umum didalam 
menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan Pembuktian Material. Dalam kekuatan 
pembuktian material tidak hanya kenyataan 
bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang 
dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga diisi 
dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang 
benar terhadap setiap orang yang menyuruh 
adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti 
terhadap dirinya, akta itu mempunyai kekuatan 
pembuktian material. Dengan semua hal yang 
telah penulis kemukakan di atas maka penulis 
berpendapat bahwa perlindungan hukum 
terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila 
salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam 
perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung 
kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual 
beli yang dibuat, yaiatu jika dibuat dengan akta 
dibawah tangan maka perlindungannya sesuai 
dengan perlindungan terhadap akta dibawah 
tangan, sedangkan apabila di buat oleh atau 
dihadapan Notaris maka dengan sendirinya 
aktanya menjadi akta notaril sehingga kekuatan 
perlindunganya sesuai dengan perlindungan 
terhadap akta otentik.

Simpulan

1. Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan 
jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh 
Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta 
Jual Belinya adalah sangat kuat, karena akta 
tersebut merupakan akta notaril yang bersifat 
akta otentik, pemberian kuasa yang tidak dapat 
ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan 
jual beli bukanlah termasuk ke dalam kuasa 
mutlak yang dilarang oleh Intruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang 
Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai 
Pemindahan Hak atas tanah dan Hak Guna 
Bangunan, sehingga status hukumnya sah-sah 
saja untuk dilakukan

2. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-
hak para pihak apabila salah satu pihak melaku-
kan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan 
jual beli sangat tergantung kepada kekuatan 
dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, 
yaitu jika dibuat dengan akta di bawah tangan 
maka perlindungannya sesuai dengan perlind-
ungan terhadap akta dibawah tangan, sedang-
kan apabila di buat oleh atau di hadapan No-
taris maka dengan sendirinya aktanya menjadi 
akta notaril sehingga kekuatan perlindunganya 

sesuai dengan perlindungan terhadap akta oten-
tik.

Saran
1. Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan 

jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh 
Notaris dalam pelaksanaan pembuatan Akta 
Jual Belinya adalah sangat kuat, karena akta 
tersebut merupakan akta notaril yang bersifat 
akta otentik, pemberian kuasa yang tidak dapat 
ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan 
jual beli bukanlah termasuk ke dalam kuasa 
mutlak yang dilarang oleh Intruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang 
Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai 
Pemindahan Hak atas tanah dan Hak Guna 
Bangunan, sehingga status hukumnya sah-sah 
saja untuk dilakukan

2. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan 
hak-hak para pihak apabila salah satu pihak 
melakukan wanprestasi dalam perjanjian 
pengikatan jual beli sangat tergantung kepada 
kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli 
yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta di 
bawah tangan maka perlindungannya sesuai 
dengan perlindungan terhadap akta dibawah 
tangan, sedangkan apabila di buat oleh atau 
di hadapan Notaris maka dengan sendirinya 
aktanya menjadi akta notaril sehingga kekuatan 
perlindunganya sesuai dengan perlindungan 
terhadap akta otentik.
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